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I. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap naskah-naskah sastra Indonesia lama dewasa ini
di kalangan orang-orang Indonesia sendiri, sudah semakin baik — sesuatu
yang sangat menggembirakan — khususnya bagi yang berkepentingan da-
lam hal ini. Dengan semakin banyaknya kajian yang dilakukan terhadap
naskah-naskah lama yang sangat beragam itu kita akan dapat lebih me-
mahami dan mendapatkan alur dan gambaran kebudayaan kita yang lebih
utuh dan lengkap, khususnya alur diakronitas perkembangan kesusastra-

an Indonesia.
mendorong penulis melakukan pemahaman al-

Hal ini pulalah yang
ternatif terhadap Undang-Undang Melaka dengan menggunakan naskah
Undang Melaka naskah-nas-

transkripsi Liaw Yock Fang. Selain Undang-
. kah sastra Indonesia lama kategori naskah undang-undang yang telah

mendapat perhatian dari para filolog .antara lain adalah Undang-Undang
Laut, Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan, Undang-Undang Sungai
Ujung (Negeri Sembilan), Undang-Undang Perbuatan Datuk Besar Dehu-
lu, Undang-Undang Jambi, Undang-Undang Pelayaran, Peraturan Bam-
bang dalam Negeri Bengkahulu, Undang-Undang Palembang dan Adat
Palembang, dan Undang-Undang Pasumah. Namun dari sekian banyak
naskah undang-undang tersebut baru sebagian saja yang sudah digarap
secara filologis. Hal ini seharusnya menjadi pemikiran kita bersama.

Dalam tulisan ini, naskah Undang-Undang Melaka selanjutnya di-

singkat dengan U UM.

II. RELEVANSI TELAAH

Antara teks dan pembaca menurut konsep resepsi memiliki hubung-
an dialogis, yaitu dialog dialektis. Pertemuan antara teks dan pem.baca
akan terjadi suatu dialog, dan dari dialog .tersebut akan menghasilkan
suatu sintesa atau tanggapan. Konsep 1nl didukung oleh Abrams (1981:

15) yang berpendapat bahwa, pendekatan resepst menekankan pada di-
alog antara teks dan pembaca. Hal ini juga sejalan dengan pendapat
Jausz (Djokopradopo; 1985: 1'86) yang mengatakap bahwa, sebuah karya
sastra (teks) harus dimengerti sebagai pencipta dialog.

Dengan demikian, suatu analisis yang _mlenitik-beratkan pada tang-
gapan, seperti yang dilakukan dalam tulisan in1 terhadap pemahaman teks
adalah dibenarkan dalam telaah reseptif. Sehingga pemakaian metode re-
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septif di sini adalah relevan.
di sini sangat dipengaruhi n
yang telah dibaca, dan kema
teks, yang hal ini dalam k

Adapun tanggapan-tanggapan yang tercetus
Orma-norma yang terpancar dari teks-teks
mpuan pemahaman penulis sebagai pembaca

onsep reseptif disebut “cakrawala harapan _
(Djokopradopo, 1985: 184) atau Verwachtingshorizon atau Erwartungs
Horisont atau horizon of

€Xpectation, yang dikatakan oleh Jausz (Segers,
1978: 41) bahwa dasar Har; cakrawala harapan adalah:

”(1) the well-known generic norms revealed by the texts the reader
has read, (2) the reader’s knowledge and experience of all the iexts
he has red before, (3) the contrast between fiction and reality”.

Lebih lanjut, hubungan atay keterkaitan antara teks dan pembaca
dalam suatu analisis dik

N atakan oleh Riffaterre bahwa: "When a literary
text is analyzed, there are two factors which are of importence the next and
the reader” (Segers, 1978: 50)

Sedangkan proses resepsi adalah sebagai berikut:

Demikianlah
haman naskah Uum

tent :
angkatan dj bawah ra: ang struktyur kepe

4. Yaj
tumenggu“g’ dan ket; aitu yang pert

merintahan dari proses peng-
liga, Syahbandar, g

ama diangkat bendahara, kedua,

: YAl pertama, bendahara, ke-
a b} .
n ketcll%;,nsg);ahba[ngar. emikian juga tentang jenis-
M oleh masing. mas; i ersebut,
dang-undang 2 g Ing pejabat t



Pasal keempat, berisi ketentuan hukum pidana, yaitu hukumnya
orang yang membunuh, melakukan kekerasan, mencuri, berdusta, dan
sebagainya.

Pasal kelima, berisi ketentuan hukum pembunuhan.

Pasal keenam, berisi ketentuan hukum orang yang mengamuk, dan

ketentuan pengampunan kesalahan.
Pasal ketujuh, berisi ketentuan: hukuman pembunuhan dan pencurian

yang berkaitan dengan hamba atau pembantu.
Pasal kedelapan, berisi ketentuan hukum bagi orang yang meme-
rang, menampar, dan memaki pembantunya atau sebaliknya dan atau ter-

hadap sesama hamba. . .
Pasal kesembilan, berisi ketentuan tentang siapa dan kapan diperbo-

lehkan membunuh.
Pasal kesepuluh, berisi keten

bepergian biduanda dan hamba. ‘ ; |
Pasal kesebelas, berisi ketentuan hukum pencurian, yaitu pencurian

di kampung, di rumah, mencuri tanaman, perahu, dan mencuri hewan

ternak.
Pasal keduabelas, berisi ketentuan hukuman bagi orang yang berbuat

mesum dan berzina. : }
Pasal ketigabelas, berisi ketentuan hukuman bagi orang y.ang melari-
kan hamba orang lain, orang yang mencuri dengan orang lain dan ber-
sembunyi, orang yang bersekutu dalam mencurl. '
Pasal keempatbelas, berisi ketentuan hukuman bagi orang yang me-
nuduh atau mendakwa orang lain dan orang yang menyangkal tuduhan.
Pasal kelimabelas, berisi ketentuan hukum perbuquhan, mengontrak
hamba orang lain, meminjam ternak untuk dipekerjakan, orang yang

mencuri hamba orang lain, dan meminjam hamba orang lain.
Pasal keenambelas, berisi ketentuan hukuman memfitnah dan mem-

bunuh. ,

Pasal ketujuhbelas, berisi ketentuan hukuman bagi pembunuh bayar-
an atau orang yang menampar dan memalukan orang atas suruhan orang
lain, dan orang yang menyuruh membunuh, menampar serta memalukan

orang. : ;
%’asal kedelapanbelas, berisi ketentuan hukum bagi orang yang ang-
kara, peminangan, dan orang yang kemudian membuat kerusuhan

atau kejahatan. -
Pasal kesembilanbelas, berisi ketentuan hukum pemilikan, pengam-

bilan tanaman, dan hasil tanaman. ) _
Pasal keduapuluh, berisi ketentuan hukum agraria, yaitu tentang

penghunian, sawah, dan ladang. i
Pasal keduapuluh satu, bers! ketentuan hukuman bagi orang yang
memiliki kerbau makan dan pemilikan kerbau liar. ;
Pasal keduapuluh dua, berisi ketentuan hukum bagi ladang yang di-
‘bakar oleh orang lain, dirusak oleh babi hutan atau kerbau, dan orang

yang mencuri pagar atau tanaman orang di ladang. .
Pasal keduapuluh tiga, berisi ketentuan hukum bagi orang yang ke-

tuan hukum bagi orang yang membawa

mabuk
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laparan, hamba yang tidak diberi makan, orang yang mendapat pera:;g-
Pasal keduapuluh empat, berisi ketentuan hukprpan bagi orang y

mencuri hamba orang dan ketentuan hukum pengiriman ba.rang- 1 e
Pasal keduakpuluh lima, berisi ketentuan hukum perwalian, yaitu ]

nis wali, syarat perwalian, dan syarat kaul ijab kabul.

Pasal keduapuluh enam, berisi ketentuan hukum saksi pernikahan.
Pasal keduapuluh tujuh, b

erisi ketentuan hukum sebab batalnya atau
tidak sahnya sebuah perkawinan. i
Pasal keduapuluh delapan, berisi ketentuan hukum talak dan persy
ratan perkawinan,

Pasal keduapuluh sembilan, b

sus-kasus yang ditangani oleh syahbandar.
Pasal ketigapuluh, beris; ketentuan hukum berniaga.
Pasal ketig

apuluh satu, berisi ketentuan hukum jual beli tanah dan
barang.

. . a-
erisi ketentuan hukum kewenangan k

 al utang, perjanjian hutang-piutang, pinjam me
minjam, dan menyuruh orang yang kemudian terjadi kecelakaan.

Pasal ketigapuluh tiga, berisi ketentuan hukum pemberian modal dan
pembayaran hutang,

Pasal ket@gapuluh €mpat, berisi ketentyan tatacara beramanat.

‘Pasal ketigapuluh lima, beris; ketentuan hukum berikrar dan syarat-
syarat berikrar,

Pasal ketigapuluh

tnam, berisi ket i orang yansg
murtad, dan ketentyap sembahyang et _hukum bagi
Pasal ketigapuluh ¢

! tujuh, berisj ketentuan hukum bersaksi dan per-
» Serta ketentuap zinah dan thabit. .
lapan, berisj ketentuan hukum tuntutan, yaitt
Penuntutap,

e mbilan, beris ketentuan bagi orang Islam dewa
Pasal keempatpuluh, beris
Pasal keem

i ke[6nfua .
Patpuluh sary N hukum perzinahan.

memaki. erisi ketentuan hukum bagi orang yané

minum minumg yang m
buruﬁa;a;niggrpitpmuh tlea, b hukum bagi orang yané
naman, penemuganagz;;ugas Para mantr;j bagi orang yang n%empun)’ai ta-
orang yang berjudi ¢ ng, Orang Yyang merogol, oran ang merampas;
Pasal keempatpuﬁl‘l?hmenyabmg, dan 01'ﬂng’yang gbesi—hutang-

gungan hutang, hambsg emp;{t_, berisi ketentyan hukum tentang tané

Orang yang menyit ca haxﬁ,ng dijual, OTaNg yang mengambil hamba raid:
bagi syahbanyy fag )3 CAra Mencgur har oo sendiri, ketentua®

: 8 Dernigey L,
an pemakaiap Perhiasap o 82, orang yang mencyrj hamba raja, ketentt
€risi tentang w dend

as, tentang a bap; . Jugd
a o a.
tanggal 16 bulap undang.ynq g1 anak-anak raj

tamatp
Sya’ban, haryiaR b ang inj disusun, yaitu p2 ?
abu, jam 10, tahun 1216 tahun jim; dan
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juga berisli tentang wilayah kekuasaan hukumnya.
Demikianlah isi terpokok dari naskah UUM.

IV. ASPEK-ASPEK KEISLAMAN DALAM UUM
~Dalam UUM tersebut unsur-unsur ke-Islamannya tampak nyata se-
kali. Pada alinca pembukaannya saja dimulai dengan bacaan basmalah,
tahmid dan shalawat, yaitu:
*Bismi’llahi’r-rahmani’r-rahim. Al-hamdu Ii’llahi rabbi ’l-alamin
wa’'l-akibatu 1i’l-muttakin. Wa 's-salatu wa ’'s-salamu ala rasulihi
sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma’in” (Yock Fang,

1976: 62)

Juga terdapat pemakaian hukum-hukum Islam, misalnya pada pasal
BRI hukum orang yang berniaga itu dan haram atas segala yang
mengambil riba” (Yock Fang, 1976: 134). Ketentuan hukum ini sesuai de-
ngan hukum Islam yang bertolak pada nash Al-Qur’an, yaitu: ".....Allah
Eﬁ);ih menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Bagarah:
275).

Dengan memperhatikan
laman yang terdapat dalam
pek. Pertama, aspek formal, dan

fenomena semacam itu, maka aspek \ke-Is-
UUM dapatlah digolongkan menjadi dua as-
kedua, aspek materi.

1. Aspek Formal

Yang dimaksud dengan aspek formal
yang mewujud pada formal teks yang me
saan.

Aspek tradisi ke-Islaman yang tampak pada teks UUM terdapat pada
kalimat atau alinea pembukaan dan penutup dan pengambilan nash-nash
Al-Qur'an dan Al-Hadits. Seperti pada kutipan di atas, teks UUM ini di-
buka atau diawali dengan kalimat basmalah, tahmid dan shalawat dan F“T
akhiri dengan kalimat: »Wa salla "llahu ala Sayyidiqa Muhammad wa alihi
wa sahbihi ajma’in bi rahmatika yaarham ar-rahimm’f (Yock Fang, 19?‘6:
176). Hal semacam ini jelas merupakan tradisi ke-Islaman. Di samping
itu, di dalam UMM juga ditemukan nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadits,
misalnya pada pasal 43 ayat 2:

“Bismi ‘llahi ‘r-rahmani 'r-rahim. Kala “llahu ta’ala: Ati'u Allaha wa
a wa uli l-amri minkum. Bermula pada segala menteri
dan sida-sida dan bala tentara sekalian itu, hendaklah seperti firman
Allah ta’ala dalam Qur'an itu, hendaklah diturut amr bi 'l-ma’ruf wa

‘l-nahy "ani 'l-munkar” (Yock Fang, 1976: 162).
Pada pasal dan ayat yang sama, juga dijumpai nash hadits berikut:

. Hendaklah kamu dari pagi-pagi hari duduk di balai, karena
ak diserahkannya pada segala raja-raja dan

di sini adalah aspek ke-Islaman
liputi aspek tradisi dan kebaha-

ati’u ar-rasul

segala hamba Allah bany
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o laihi . kullu-
menterinya, karena sabda Nabj salla ‘llahu_ alaihi wa sall_am- kullu
kum ra'in wakullukum mas’ulun ‘an ra'iyatihi ......... (Ibid).
Nash-nash tersebut digunakan untuk m

tuan hukum yang ada dj da]
disi ke-Islaman.

Dari aspek kebahasaan
kan istilah-istilah

enguatkan pasal-pasal kettig:
amnya. Hal semacam ini jelas merupakan

» di dalam teks UUM ternyata banyak diguna-

YaNg memakai bahasa Arab yang sekaligus juga diguna-
kan dalam hukum [s

; . n
lam. Dalam kasus ini, bahasa Arab identik dengl?:-
Islam, hal ini didasarkan pada diakronitas sejarah masuknya Islam ke
donesia dan dampak perkembangan agama Islam di dalamnya.

Dapat dikutipkan di sinj conop, istilah bahasa Arab yang digunakan

juga dalam hukum Islam yang ada dalam UUM, misalnya: zalim, fara"{}
(1.2), amr bi'l-ma’ruf wq nahy ani’l-munkar (5.3), syafa’ar (14.2), _f_f“h’a
(15.6), ta’zir (18.5), safranl-jqqs (25.1), ijab kabul, Kabiltu tazwija! -
(25.2), talak ba'in, talak raj’i (28.1), ahlu'l-kitap (28.2), suth, mudda’i, y@

rah,_m;tdda'a ’ﬂfﬂl‘hl‘ (322), i‘g’zir (41) dan Sebagainya (YOCk Fang‘ 1976
passim).

2. Aspek Materi

Yang dimaksug dengan aspek maer; di sini adalah aspek ke'lsmmalj
yang dlla_mbll sebagai bahan atau mater; hukum UM atau keterpenga
]ruhatr: }il de]M lg;acla hukum Isjam, Hal semacam in; tampak dengan JZ--
as, ba ; : : .
pun toltal_ alam bentyk perbandmgan dan Penyerapan sebagiannya, ma

Misalnya

Pada pasg] 5 T . tiada
dosanya sekalipun, dibunulilyat : (5'1)- Jikalau dtbunuhnya g

= . ama'
nya” (Yock Fang, 1g7¢. 68)Pula * Pada hukum Allah, maka adil n
Ketentuan

. 74)
§ tangannyg» (Yock Fang, 1976: 7 g
syid, 1976 416). "6an hukum (hUkuman) dalam Islam (R3

Pada pagsa) 12.3: " Ada
zinah iy, Pada hyk i ;
S o Kum Allah g;

kan hukum 5

ng
rang yang menuduh ora
i g yang

» k

| ini Pan puluh kali deranya (Y?;fl-
asal inj Memang segyaj dengan nash i
T "8 Yang menudyh perempuan U~
' emudian jg g, dapat menampilkan 6::)1
an . € apan PUluh k l.,, S, An-NuI‘C 3

kum Islam atauysesll:igl Pasal-paga| a ali” (Q.s i

Ng men i : an
dengap hukum Igslam. gambil darj ketentu



V. AKULTURASI ADAT DAN ISLAM

Tentang konsep akulturasi Locher dengan mengutip pendapat Kroe-
ber dalam bukunya Antropology (1948: 426) mengatakan:

"Pleaded for a broad definition of the concept of acculturation; a de-
finition which would adequately represent the near of the matter but
which would not delimit it too sharply. According to him accultura-
tion can be generally defined as: "the effect on culture of contact with
other cultures’. In this we have to include the effect on the societies

that carried the cultures” (1978: 101).

Bertolak dari konsep di atas dan dikaitkan dengan konteks sejarah
masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, fenomena yang ada pada
naskah UUM dapat dikatakan merupakan bentuk akulturasi yaitu "the ef-
fect on culture of contact with other cultures”, yaitu terjadinya kontak
antara adat setempat dengan kebudayaan Islam.

Menurut catatan sejarah, pada abad ke-7 selat Malaka sudah dilalui
oleh pedagang-pedagang Muslim yang berniaga ke Asia Tenggara dan
Asia Timur, yang karenanya pada saat itu juga telah terjadi kontak per-
dagangan antara kerajaan T’ang di Asia Timur, Bani Umayah di Barat,
dan Sri Wijaya di Asia Tenggara (Kartodirdjo, 1975: 85). Akibat dari
adanya kontak perdagangan tersebut berkembanglah Islam di wilayah In-
donesia dan berdirilah kerajaan Islam pertama pada abad ke-13 yaitu ke-
rajaan Samudra Pasai (Kartodirdjo, 1975 85). Di daerah Malaka sendiri
sejak abad ke-14 sudah timbul masyarakat Islam yang kemudian pada
abad ke-15 Malaka menjadi pusat kerajaan Islam (Kartodirdjo, 1975: 88).
ma Islam di Indonesia pada saat itu didukung oleh
al ekonomi dan politik kerajaan-kerajaan Sriwi-
a. Di samping itu, didukung pula

Perkembangan aga
melemahnya kondisi sosi

jaya di Sumatera, dan Majapahit di Jawa ;
oleh sifat orang-orang Islam yang menerima dan memakai bahasa pendu-

duk setempat, adat kebiasaan setempat, dan mau kawin dengan }&ranita-
Wwanita penduduk setempat yang kemudian di-Islamkan (Kartodirdjo, 107-

fteq)
Konteks sejarah tersebut mendekati kesesuaian apabila dikc_)nﬁrmasi-
Lih: Dalam pembukaan UUM disebutkan

kan dengan konteks teks UMM.
bahwa naskah formalnya mulai diundangkan pada masa Sultan Iskandar

Syah yang bergelar Sultan Mahmud Syah sillu'llahi fi’l-alam (Yock Fang,

1976: | 44 ayat 8 (44.8) disebutkan bahwa penyusunan
O30 anipe e . Rabu, jam 10, tahun 1216 ta-

UMM selesai pada tanggal 16 Sa’ban, hari _
hun Jim (Yoc}? Fang, 1976: 174). Sultan Mahmud Syah adalah raja Mala-

ka pertama yang masuk Islam.
Apabila kita kembali kepada isi teks UUM, maka didalamnya akan

kita temukan aspek-aspek ke-Islaman, baik gspek formal, maupun aspek
Materi. Di samping itu unsur-unsur adat kgblasaan asli setempat juga ma-
sih tampak kuat. Jadi unsur-unsur adat asli dan Islam sama-sama menjadi

ahan secara berdampingan, atau melebur dengan hukum adat, dan ada
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i i ke dalam kam-
aka ia lari ke kela-

5 jikalau membunuh madunya, m it maka b
Adapugnjlk;?i?(a diikutinya oleh empunya maduﬁt:lau G,
EP?ag ((j);ngg;l yang empunya kampung itu, mfﬁ(a«'id ; dengan ke | al;
: ikut i ti saja -
bunuh yang menglkutlltu, ma e _
mal;?u;:; :datn;ra negeri, tetapi pada hukum Al}?lhéﬁr’agn P

igt]l:l dibunuh juga hukumnya, karena menurut dali

» 1976: 70).
rut amr bi'l-ma’ruf wa nahy 'ani’l-munkar”. (Yock Fang, emban-
' ai
Dalam pasal tersebut hukum Islam (qgishash) hanya sebag
ding atau alternatif,

Kemudian pada pasal 25 ayat 1 disebutkan: oo dan ne-
"Adapun pada hukum wali itu, sama ada ba'pa Peremp;ledua itulah
neknya perempuan itu darj pada pihak laki-laki itu, dan bapanya
yang bernama walj mujbir. Adapun akar‘l lsaudaran}_’;i aitu keluar-
dan neneknya itu walj akrab namanya, artinya akrab itu y

. lau
: : n jikalal
§a yang hampir juga, harys mereka itu akan wali. Adapu
tiada wali akrab dan wal

: wali-
i mujbir, maka haruslah hakim akan
nya.

li
. y leh wa
Adapun syarat hakim akan way; itu: tatkala tiada dipero

LEkns : ehari ?.6'
akrab, kedua jauh wali itu dar; pada negeri, klra-klra_ ﬂdha Segefi itu
malam genap hingga (safratu‘l~kasr) Namanya. Dan jau

) hva, Ketigd
dengan walj PeTempuan itu, mak, harus hakim akan wa_ll")’sn hakim
tiada ada perempyg £anya yaitu yatim piatu, itup
juga akan waliny,” (Yock Fang, 1976. 177 et seq).
sebut hukym Islam
at Rasyid, 1976: 364 ot seq).
Selanjutnya Pada pasa] 1

4 ayat 1 disebutkan:
"Adapun Seorang

a di-
itu menudyp dan S¢Orang itu bersangkal, maka

T i TN it et

Adapun pada huky mbi-
bercelur minyak at a disurat ayat Qur’an pada te

kar kuali ity Inilah Yang disura.

ta
Wa'llahy' khalakakum W%.lm?cau
Wa Mika'i] wa Israfil wa I?ra . 'hkaﬂ
ar si any dengan sj apy, itw’. Maka dibubu eng-
uali. Makq disuruhkap antara keduanya itu m
U dengap sekali ce] '
salah, makg dihukym

iapd
UP tangannya juga. quﬂﬂigz be-
1 atas hukyp, Negeri atau dusun, jikala
Ya patut djp uh, maky 4
besar salah ;

Dalam pasa] ter

. ecara
diserap dan diterapkan s
murni dan utyh (lih

1qda
2 m unuh akan dia. Jikalau nan
imare . didenda ajyn o Mana patut dendanya; jikalau ¥
Patut dima’afy ima’afkay oleh haj
Pada pagy) t

. 88)-
aKim” (Yock Fang, 1976: 8 5
. €rsebyt tampak jelas un 2 tetapi PO
dan Materj hukumnya adalah poli dan o Islamannya,
demikian terjad; Suaty interfe

; an
. Materi hukum adat asli. Deng
Tensi polg hukum
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Dengan bertumpu pada fakta-fakta fenomis di atas jelaslah, bahwa
UUM merupakan salah satu sosok dari akulturasi. Akulturasi dalam arti
yang luas, mencakup unsur sosial, dan hukum merupakan salah satu as-
pek tata sosial. Dengan demikian UUM merupakan salah satu hasil atau
wujud kebudayaan. Lebih jauh dari itu dapat disimpulkan, bahwa ajaran-
ajaran Islam belum dijalankan secara- utuh dan murni oleh masyarakat

kerajaan Malaka pada saat itu.

VI. UNDANG-UNDANG MELAKA DAN TEORI "RECEPTIO IN
COMPLEXU”

Ada satu fenomena yang menarik dalam UUM dan perlu ditelaah le-
bih lanjut jika dikaitkan dengan teori "Receptio in Complexu” yang dike-
mukakan oleh van Den Berg dan Salmon Keyzer (Sudiyat, 1984: 2 et

seq).

Menurut van Den Berg dan Salmon Keyzer, adat istiadat dan hukum
(adat) suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama
yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Hukum adat suatu golongan
masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang
dianut oleh golongan masyarakat itu atau penerimaan dalam keseluruhan
(Receptio in Complexu). Misalnya adat dari orang-orang yang beragama

Islam adalah hukum Islam.

Teori tersebut berpengaruh cukup kuat di bidang hukum di Indone-

sia, sehingga pada abad ke-19 digunakan istilah "Godsdientige Wetten”
(Peraturan-peraturan keagamaan) untuk menyebut Hukum Adat (Ibid).

Namun untuk menguji kebenaran teori terscbu% khususpya jika dite-
rapkan pada teks UUM ini. maka kita perlu me_merlksa lagi pembahasan
yang sudah dilakukan di atas. Seperti diketahu, bahwa aspek-aspek ke-
Islaman yang terdapat dalam UUM adalah berupa aspek formal dan as-
pek materi. hSedangkan aspek materi sem_iin, unsur-unsur.Hu’kum Islam
ternyata hanya beberapa saja yang dipakai dalam UUM. Tidak semua as-
pek materi Hukum Islam diambil atau dipakal. Demikian fialam penye-
rapan unsur-unsur Hukum Islam pun bervariasi. Ada yang diserap dan di-
gunakan secara utuh dan murni, dan ada yang ]cbur. dengan pola l'mkym
adat asli, Selain itu, ada pula yang digunakan sebagai h‘ukum p}en(;bdndlg'g
atau mungkin sebagai hukum alternatif saja. Beberapa contoh dapat di-
kutipkan di sini, misalnya:

"Adapun jikalau ia mencuri, maka tertangkap Ialg dlbunuhnyha,' r}?an

ka kenalah denda akan dia setengah harganya, dan set.ercligad a d

menteri dan setengah akan tuannya, kerana taksirnya tlat at_ Z[;g;ilj

menteri. Adapun pada hukum Allah oizing yang mencuz ;:u ia .
bunuh, melainkan dipotong tangannya (pasal 7.2, Yock Fang, :

74).

"Dan jikalau ia mencuri di dalam rumah, dipotong tangannya hu-
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kumnya. Adapun jika yang mencuri itu banyak, maka seo

. . . - annya dan

naik ke rumah itu, maka orang itu juga d_lpotonkgelt.cl;!;lg] i, i

)’a[r:g banyak kena ta'zir, artinya dinaikkan fil atas o akanya de-
ﬁbih bunga raya dan berpayung tudung saji, dicoreng

: liling ne-
ngan kapur dan harang dan kunyit, maka dicanangkan berke
geri. (pasal 11.2, Yock Fang, 1976: 80).

i itu, pada
“Adapun akan hukum orang yang mt‘enuduh orapkg li[L?E:Jl:ida hukum
hukum Allah didera delapan puluh kalj deranya. J.l 831;
kanun didenda sepuluh tahil™ (Yock Fang, 1976: .
"Adapun jikalauy Seorang mencurj
lu diwati'nya, maka tiada red
pun jikalau tiada dengan dig

ca la-
hamba orang perempuan, n?al;:da‘
a ia, maka didenda setahil Scpah“['npuan
agahi, hanya dengan rcd_ﬂn}’?:“ pc[igsar de-
itu, lima emas juga dendanya. Itylah hukum negeri bﬁhc;:f;ng’ 1976:
ngan hukum kanun tiap-tiap negeri” (pasal 15.5. Yoc
92).

ri
mendasar dari asPe.k.::]i;Cn—
ahwa yang menjadi titi hanya
sekuensi juridis adalah hukum ada asli, sedangkan hukum Islamak hers
sebagai pembanding, Pags, contoh kedua, mater; hukumnya .wmpda con-
campur antara garis konsekuensif hukum Islam dan adat asli. Pas,edzm %

» hukum Isjam diletakkap sebagai alternatif pertama. oS¢

ontoh terakhjr. tampak U di

lak darj kenyataan di
tidak identik dengan hukym agama, dyp
tegorikan dengap istilah "Godsdicnstige "
Keagamaan). Demikian : E3, sama sekq); tidak menunjukkan kalau’un’
penerimaan menyeluruh ayaq Hukum Islam Padahal raja yang mengu’
dangkan hukum ;

i P / mi]l'
: M beragama Islam. Dap, sebagaj raja tentunya ia me

ki otoritas kekuasaan yang besar, yang ka]

masukkan semy

4 nia igq ME”
au dikehendaki bisa saja ia
4 Unsur-unpgy,, hukum Islam ke dalam yyuM. .
_ Maka dengap demikiap, konsep "Receptio in Complexu™ tidak dap;‘
diterapkan pada Uum, Yang menuryg asums; S¢mentara, barulah mﬁl"';l)Pin
kan proses Menuju ke dap belum me ! TR »Recepti
Complexu”, Tupakan wujud dari

adat
atas jelaslah, bahwa hukl[l;dikﬂ‘
tidak tepatlah kalau UU aturan
Wetten» (Peraturan-peraé

VIL KESIMPULAN
Dengan

nulis sebagy;

aspek-aspek

ey ) g
mom;s Yang dlbenkan oleh Pendekatan reseptif kﬁPadth\)vﬂ
l(lzf]ml 964 tek » Maka dapatlah diambj) kesimpulaﬂa ba a
dan aspek magey; g Yang terdapat pag, UUM adalah aspek g
dangkan aspek -a eii ta Ky Ampa Pada tragjs; dan kebahasaﬂ"*sur,
unsur hukym, Islam "Pak pada Pengambilay dan Penggunaan un
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Keterkaitan konteks sejarah dan fakta teks menunjuk pada kesim-
pulan, bahwa teks UMM adalah wujud dari akulturasi antara adat setem-
pat dengan kebudayaan Islam, dan baru merupakan proses ke "Receptio
in Complexu”.

Telaah-telaah lebih jauh guna menyingkap kekayaan yang terkan-
dung dalam UUM, tampak masih banyak peluang untuk bisa dilanjutkan.
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